
Nomor... 1

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4110);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa
penyusunan Belanja Daerah berpedoman pada Standar Harga
Satuan Regional, Analisis Standar Belanja, dan/ atau Standar
Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan;

b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 51 ayat (5)
Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, perlu mengatur Analisis Standar Belanja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Analisis Standar Belanja Kota Langsa;
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11.Daerah ...

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

Pasal1

BABI
KETENTUANUMUM

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISIS STANDAR
BELANJAKOTALANGSA.

MEMUTUSKAN:

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 65
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa
(Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Kota Langsa Nomor 614) sebagaimana telah diubah
dengan Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016
ten tang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2021 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 947);

12. Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Kota Langsa Tahun 2023 Nomor
1, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 1025);



BAB III ...

Penerapan ASBbertujuan untuk :
a. menentukan kewajaran belanja suatu kegiatan sesuai dengan
tugas dan fungsinya;

b.mernberikan pedoman dalam penyusunan anggaran
berdasarkan pada tolokukur kinerja yang jelas; dan

c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan
keuangan Daerah.

Pasal3

Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan
perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang
efektif, efisien, transparan, adil dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Pasa12

BAB II
MAKSUDDANTUJUAN

1.Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Perangkat Daerah selanjutnya disebut PD adalah Perangkat

Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Langsa.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kota Langsa.

6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat RKA-PDadalah dokumen perencanaan
dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana
belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta
rencana pembiayaan sebagaia dasar penyusunan APBK.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya
disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintah Kota Langsa yang ditetapkan dengan Qanun.

8. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB
adalah standar yang digunakan untuk menganalisis
kewajaran beban kerja dan belanja setiap kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam penyusunan
anggaran untuk satu tahun anggaran.

9. Analisis Standar Belanja Non Fisik yang selanjutnya disingkat
ASB Non Fisik adalah analisis standar belanja yang memuat
standarisasi biaya kegiatan non fisik melalui analisis yang
distandarkan untuk jenis komponen kegiatan dengan
menggunakan standar barang, harga satuan barang dan
honorariumyupab /jasa sebagai komponen penyusunnya

10.Analisis Standar Belanja Fisik yang selanjutnya disingkat ASB
Fisik adalah analisis standar belanja yang memuat
standarisasi biaya kegiatan fisik melalui analisis yang
distandarkan untuk jenis komponen kegiatan dengan
menggunakan stan dar barang, harga satuan barang dan
honorariumyupab./jasa sebagai komponen penyusunnya.



1Pasal 11 ...

Rumus penghitungan belanja total sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf e merupakan rumus dalam menghitung
besarnya belanja total dari suatu kegiatan.

Pasal 10

Satuan pengendali belanja variabel sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf d merupakan besarnya perubahan belanja
untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh
perubahanjpenambahan volumekegiatan.

Pasal9

(1)Satuan pengendali belanja tetap sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf c merupakan belanja yang nilainya
tetap walaupun target kinerja suatu kegiatan berubah-ubah.

(2)Belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/ target kinerja
suatu kegiatan.

(3)Besarnya nilai belanja tetap sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan.

Pasal8

Pengendalian belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf b merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar
kecilnyabelanja dari suatu kegiatan.

Pasal 7

Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a
merupakan penjelasan detail operasionalperuntukan dari ASB.

Pasal6

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), memiliki
Komponen sebagai berikut:
a. deskripsi;
b. pengendalian belanja;
c. satuan pengendali belanja tetap;
d. satuan pengendali belanja veriable;
e. rumus perhitungan belanja total; dan
f. batasan alokasi objekbelanja.

Pasal5

(1) Setiap kegiatan yang dianggarkan oleh Perangkat Daerah
mengacu pada ASB.

(2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi menjadi 2
(dua) jenis yakni :
a. ASBNon Fisik; dan
b. ASBFisik.

Pasal4

BABIII
JENIS DANKOMPONENASB



1Agar ...

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Pasal17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan
Walikota Nomor 82 Tahun 2019 tentang Analisis Standar
Belanja (Lembar Daerah Kota Langsa Tahun 2019 Nomor 848),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal16

BABVI
KETENTUANPENUTUP

Kegiatan PO yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini
dianggarkan sesuai kebutuhan rill, ketentuan besaran total
belanja, dan ketentuan alokasi rincian objek belanja kegiatan
berdasarkan pembahasan dengan TAPD.

Pasal 15

BABV
KETENTUANPERALIHAN

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh
Inspektorat Kota Langsa.

Pasal 14

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dalam rangka
penyusunan RKA-PD dilakukan oleh Walikota melalui Kepala
Perangkat Daerah.

Pasal13

BABIV
PENGENDALIANDANPENGAWASAN

Jenis dan komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan
Pasal 5 dan nilai analisis standar belanja dan harga satuan
pokok kegiatan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan
Walikota.

Pasal12

(I) Batasan alokasi objek belanja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf f merupakan proporsi objek belanja dari suatu
kegiatan.

(2) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terbagi dalam
2 jenis, yaitu:
a. rata-rata; dan
b. batas atas.

Pasal 11



BERITADAERAHKOTALANGSATAHUN2023 NOMOR1040

PIt. SEKRETARISDAERAHKOTALANGSA,

Diundangkan di Langsa
pada tanggal3 Juli 2023 M

14 Dzulhijjah 1444 H

MMAJID
..

ALANGSA;t.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 3 Juli 2023 M

14 Dzulhijjah 1444 H

\ /rjo WAL

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Langsa.


